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ABSTRACT 

This study aims to determine changes in corporate tax 

aggressiveness after the application of Statement of Financial 

Accounting Standards (PSAK) 73. The sample of this research is the 

financial statements of pharmaceutical industry companies for the 

2017-2020 period. The change impact test was performed using the 

Difference in Difference (DID) analysis technique in the panel data 

regression model. The results showed that the Pharmaceutical 

Industry companies affected by PSAK 73 experienced a decrease in 

the value of ETR by 7.08% after the implementation of PSAK 73 

(increased tax aggressiveness) compared to companies that were 

not affected by PSAK 73. This study is expected to provide 

consideration for companies in formulating planning policies. taxes 

by taking into account the impact of the application of PSAK 73 and 

minimizing potential agency problems that may arise. For the 

Directorate General of Taxes (DGT), this research can be used as 

consideration in conducting tax audits or supervision. 

 

KEYWORDS: DID, Difference in Difference, PSAK 73, Tax 

Aggressiveness. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan agresivitas 

pajak perusahaan setelah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 73. Sampel penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan Industri Farmasi periode 2017-2020. Uji 

dampak perubahan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

Difference in Difference (DID) dalam model regresi data panel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Industri Farmasi 

yang terdampak PSAK 73 mengalami penurunan nilai ETR sebesar 

7,08% setelah penerapan PSAK 73 (peningkatan agresivitas pajak) 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menyusun kebijakan perencanaan pajak dengan 

memperhatikan dampak penerapan PSAK 73 serta meminimalkan 

potensi masalah keagenan yang dapat muncul. Bagi Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan 

pajak. 

 

KATA KUNCI: Agresivitas Pajak, DID, Difference in Difference, 

PSAK 73. 
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PENDAHULUAN 

Leksono et al. (2019) menjelaskan bahwa pelaku bisnis menganggap pajak sebagai sebuah 
beban investasi, sehingga wajar apabila perusahaan berusaha untuk mengecilkan beban pajak. 
Mendukung hal tersebut, Brown et al. (2020) menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan 
mengalami kerugian hingga USD4,86 miliar per tahun atau setara Rp68,7 triliun dengan 
sumbangan penghindaran pajak korporasi sebesar USD4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun 
akibat penghindaran pajak (Tax Avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) dan 
penggelapan pajak (tax evasion) termasuk bagian dari agresivitas pajak (Rosidy & Nugroho, 
2019). 

Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang diterima negara, 
sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan penghindaran 
pajak (Haryanti, 2019). Pemerintah berusaha meminimalisasi celah-celah dalam undang-
undang yang telah ada agar praktik penghindaran pajak dapat dikurangi dengan cara 
menetapkan peraturan perundang-undangan lain yang secara jelas mengatur tentang 
pemungutan pajak (Setyawan, 2021).  

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui skema thin capitalization yaitu dengan 
memaksimalkan porsi pinjaman dari pihak ketiga atau pihak afiliasi dibandingkan dengan 
porsi ekuitas dalam struktur modalnya (Iswandana et al., 2019). Senada dengan pernyataan 
tersebut, Maulana (2020) menjelaskan bahwa beban bunga yang timbul ketika perusahaan 
memiliki utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  

Widyari & Rasmini (2019) menjelaskan bahwa masalah keagenan (agency problem) timbul saat 
manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang 
dianggap pemilik sebagai upaya manipulasi data. Konflik kepentingan antara pemilik dan 
manajemen serta adanya informasi yang tidak diungkapkan manajemen di dalam laporan 
keuangan (asymmetric information) merupakan penyebab dari masalah keagenan (Diatmika & 
Sukartha, 2019). 

Skema thin capitalization diantisipasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK 169/PMK.010/2015). Dalam aturan 
tersebut, terdapat ketetapan bahwa perbandingan antara utang dan modal paling tinggi adalah 
sebesar empat banding satu (4:1) untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dengan 
demikian, tidak semua biaya pinjaman dapat diakui untuk mengurangi penghasilan kena 
pajak. 

Biaya pinjaman dan beban bunga tidak hanya muncul dari aktivitas pembiayaan dari kreditur, 
tetapi dapat pula muncul dari aktivitas sewa pembiayaan dalam hal perusahaan sebagai 
penyewa. Model pembiayaan leasing dapat menaikkan beban sehingga perusahaan dapat 
menghemat pajak tanpa melanggar aturan perpajakan (Sundari & Nofriyanti, 2019). 

Dari sisi perusahaan sebagai penyewa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 
mengklasifikasi sewa menjadi sewa operasi (operating lease) yang bersifat jangka pendek dan 
sewa pembiayaan (finance lease) yang memindahkan risiko dan manfaat aset kepada penyewa. 
Pada praktiknya, operating lease diindikasi sebagai praktik off balance sheet karena merupakan 
metode pembiayaan jangka panjang namun tidak menampilkan liabilitas di laporan keuangan. 
Iswandana et al. (2019) menjelaskan bahwa model penyajian sewa tersebut kemudian dikritisi 
karena tidak selalu memberikan representasi yang tepat (Faithful Representation) atas transaksi 
sewa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.  
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Sebagai tanggapan, IASB menerbitkan IFRS 16 tentang Leases yang diadopsi oleh Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dalam PSAK 73. 
PSAK 73 mensyaratkan penyewa (lessee) untuk melakukan kapitalisasi aset dan liabilitas dari 
sewa-guna-usaha untuk sewa bernilai material atau lebih dari 12 bulan. Hal ini berbeda 
dengan PSAK 30 yang memperbolehkan pengakuan sewa tersebut ke sewa operasi sehingga 
tidak ada kewajiban lessee untuk mengakui asset dan liabilitas sewa. Iswandana et al., (2019) 
menyatakan pengakuan asset dan liabilitas sewa dalam penerapan PSAK 73 akan mengubah 
perbandingan utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) dan memengaruhi jumlah beban 
bunga sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 

Dari sisi perpajakan, kegiatan sewa guna usaha diatur tersendiri dalam KMK 
1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). KMK 
1169/KMK.01/1991 secara jelas menggolongkan transaksi sewa sebagai kegiatan sewa-guna-
usaha dengan hak opsi (finance lease) atau sebagai kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi 
(operating lease). Iswandana et al. (2019) menjelaskan bahwa perbedaan pengakuan atas sewa 
dalam PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 mengharuskan wajib pajak untuk 
melakukan pembukuan terpisah. Iswandana et al., (2019) juga menjelaskan bahwa perbedaan 
ketentuan tersebut memberi tambahan upaya bagi penyewa dalam melaksanakan rekonsiliasi 
fiskal yang menjadi semakin kompleks. Hal ini juga berlaku bagi otoritas pajak dalam 
upayanya melakukan pemeriksaan atas kepatuhan perpajakan.  

Hasil penelitian Sundari & Nofriyanti (2019) menyimpulkan bahwa financial lease berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al. (2020) 
yang menjelaskan bahwa Financial lease berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Di sisi 
lain, hasil penelitian Rahman et al. (2018) menunjukkan bahwa financial lease tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian 
Sari (2019) yang menjelaskan bahwa finansial lease tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Terdapat ketidakselarasan antara hasil penelitian terdahulu. 

Berbagai penelitian terdahulu telah menyajikan pengaruh sewa pembiayaan terhadap 
agresivitas pajak. Namun demikian masih terbuka penelitian pada ranah dampak kebijakan 
berupa perubahan sebelum dan setelah penerapan PSAK 73. Penelitian ini penting dilakukan 
untuk melihat bagaimana pengaruh yang dapat timbul dari perubahan akuntansi sewa 
terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian pada sektor Industri Farmasi juga 
diharapkan dapat memberikan hasil yang tidak bias dengan mempertimbangkan dampak 
pandemi Covid-19 bagi dunia usaha. Sektor Industri Farmasi relatif mampu meminimalisasi 
dampak pandemi Covid-19 di saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 
persen sepanjang tahun 2020 dari yang sebelumnya mengalami pertumbuhan 4-5% pada 
beberapa tahun sebelumnya (Ardiansya, 2021). Hal tersebut didukung oleh Pusat Data dan 
Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa 
pertumbuhan positif tertinggi sebesar 14,96% (yoy) pada triwulan III 2020 dicapai oleh 
kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional. 

Penelitian ini menempatkan implementasi/penerapan PSAK 73 sebagai isu terkini dan 
Difference in Difference (DID) sebagai metode analisisnya. Teknik analisis DID merupakan salah 
satu teknik analisis empiris terbaru dan telah secara luas digunakan untuk menganalisis 
hubungan kausal atau sebab akibat (Angrist & Pischke, 2017). Sebagai suatu teknik statistik 
dalam ekonometrika, DID meniru desain penelitian eksperimen dengan melakukan observasi 
perubahan efek pada sekelompok data treatment terhadap data control (Angrist & Pischke, 
2008). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam 
menyusun kebijakan perencanaan pajak dengan tetap mempertimbangkan dampak 
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penerapan PSAK 73 dan meminimalkan potensi masalah keagenan yang dapat muncul. Bagi 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan pajak.  

Agency Theory 

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa agency theory membahas tentang korelasi antara 
pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) dalam menjalankan kewajibannya melalui 
penyerahan kewenangan kepada agen pada proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, 
Haruman (2008) menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik dan manajemen tidak lepas 
dari perbedaan kepentingan yang menimbulkan agency problem. Diatmika & Sukartha (2019) 
menjelaskan bahwa agency problem timbul karena manajemen tidak mengungkapkan seluruh 
informasi yang dimilikinya di dalam laporan keuangan (asymmetric information). Manajemen 
sebagai agen memiliki lebih banyak informasi yang dikhawatirkan akan ditutup-tutupi agar 
calon investor dan pemilik perusahaan tetap memiliki prasangka baik terhadap perusahaan 
(Juanda & Lamur, 2021). Dalam penelitian ini konflik keagenan muncul saat manajemen 
memiliki informasi adanya potensi meningkatnya beban dari penerapan PSAK 73 berupa 
beban penyusutan dan beban bunga namun tidak termasuk deductible expense sehingga 
berpotensi menurunkan jumlah pajak yang harus di bayar. Informasi ini dapat mendorong 
manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. 

Agresivitas Pajak 

Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak adalah suatu aktivitas dengan tujuan untuk 
memanipulasi besarnya taxable income melalui kegiatan tax planning baik secara legal (tax 
avoidance) maupun illegal (tax evasion). Martinez (2017) menjelaskan bahwa penerapan 
agresivitas pajak tergantung pada intensitas dan legalitas serta tingkat agresivitas pajak dapat 
ditentukan secara pragmatis dalam besaran pengurangan pajak eksplisit. Agresivitas pajak 
yang tinggi tidak mengindikasikan perencanaan pajak garis keras (abusive tax planning) namun 
terdapat risiko kesengajaan pengurangan kewajiban pajak yang tinggi. Abusive tax planning 
berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) karena jelas berbeda tingkat legalitasnya. 

PSAK 73 

DSAK IAI menerbitkan PSAK 73 tentang sewa pada 18 September 2017. PSAK 73 
menggantikan PSAK 30 dengan perubahan utama berupa diberlakukannya model akuntansi 
tunggal bagi penyewa yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 73 diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk memberikan representasi yang 
tepat (Faithful Representation) atas transaksi sewa. PSAK 73 mensyaratkan bagi penyewa untuk 
mengakui aset hak-guna dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 
bulan, kecuali untuk aset-aset yang bernilai rendah. Selain itu, pembayaran pokok sewa tidak 
lagi menjadi beban pada laporan laba rugi namun mengurangi nilai liabilitas sewa pada neraca. 
Di sisi lain, lessor mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan 
mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.  

Pengakuan Sewa-guna-usaha (Lease) berdasarkan KMK 1169/KMK.01/1991 

Dalam aspek perpajakan, Pemerintah mengatur kegiatan sewa guna usaha dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 (KMK 1169/KMK.01/1991) tentang 
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).  KMK 1169/KMK.01/1991 mengatur penggolongan 
kegiatan sewa guna usaha ke dalam kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) 
atau kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease).  

file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23jensen
file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23haruman
file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23diatmika
file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23juanda
file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23frank
file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23martinez


Harwoko, & Kurniawati, Agresivitas Pajak Pasca … 

 

20 

JAA 
5.1 

Penggolongan sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) ditetapkan atas kegiatan yang 
memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 3 KMK 1169/KMK.01/1991 di bawah ini: 

1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai 
sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan 
lessor; 

2. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal 
Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun 
untuk Golongan bangunan; 

3. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 

Jika tidak memenuhi kriteria pada Pasal 3 KMK 1169/KMK.01/1991 maka akan 
digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease). 

Perbandingan antara Utang dan Modal untuk Keperluan Penghitungan Pajak 
Berdasarkan PMK 169/PMK.010/2015 

Aturan perpajakan lain yang terkait dengan perubahan pencatatan akuntansi sewa adalah 
PMK 169/PMK.010/2015. Peraturan ini menetapkan perbandingan antara utang dan modal 
untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan adalah paling tinggi sebesar empat banding 
satu (4:1). Wajib pajak yang memiliki perbandingan utang dan modal melebihi perbandingan 
tersebut hanya dapat memperhitungkan biaya pinjaman dalam menghitung penghasilan kena 
pajak sesuai batasan perbandingan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tidak semua biaya 
pinjaman dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  

PSAK 73 berpotensi menaikkan utang sewa dan memunculkan beban bunga dari utang sewa 
tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terlampauinya batasan rasio utang dan modal 
sebagaimana diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Terlampauinya rasio tersebut 
mengakibatkan tidak semua biaya pinjaman dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal tersebut dapat menjadi 
dorongan bagi perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.  

Perumusan Hipotesis 

Teori keagenan menjelaskan tentang korelasi antara pemilik perusahaan dan manajemen 
(Jensen & Meckling, 1976). Pada praktiknya, korelasi tersebut tidak lepas dari perbedaan 
kepentingan sehingga menyebabkan timbulnya konflik keagenan (agency problem). Keputusan 
perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak merupakan salah satu contoh 
masalah/konflik keagenan (agency problem) (Widyari & Rasmini, 2019). Hal tersebut terjadi 
ketika manajemen berusaha memaksimalkan laba perusahaan dan berpotensi melakukan 
kebijakan agresivitas pajak, sedangkan pemegang saham akan merasa dirugikan jika tindakan 
agresivitas pajak tersebut terdeteksi dan menjadi skandal yang merusak reputasi perusahaan. 

Dalam beberapa penelitian kegiatan sewa pembiayaan berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak. Sundari & Nofriyanti (2019) menyatakan bahwa financial lease berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhani et al. (2020) yang 
menjelaskan bahwa financial lease berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan Sandi et al. (2020) menyatakan bahwa kapitalisasi aset 
dan liabilitas dari sewa-guna-usaha operasi ke dalam neraca lessee berdasarkan PSAK 73 akan 
mengubah perbandingan utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) perusahaan. Perubahan 
perbandingan berpotensi meningkatkan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat 
diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana diatur dalam PMK 
169/PMK.010/2015. Selain itu, perbedaan standar pengakuan sewa berdasarkan PSAK 73 
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dan KMK 1169/KMK.01/1991 berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan dapat 
mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.  

Leksono et al. (2019) menyatakan bahwa pajak cenderung dianggap sebagai beban investasi, 
sehingga kebijakan perusahaan untuk mengecilkan beban pajak merupakan hal yang wajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang adanya peningkatan agresivitas pajak 
perusahaan setelah penerapan PSAK 73 pada perusahaan di sektor Industri Farmasi. 
Hipotesis dalam penelitian ini disajikan berikut ini. 

H1 : Ada peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73. 

METODE 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan 
perusahaan Industri Farmasi yang terdaftar di BEI. Laporan keuangan untuk periode 2017-
2019 digunakan sebagai data awal sebelum penerapan PSAK 73, sedangkan data tahun 2020 
digunakan sebagai data setelah penerapan PSAK 73 (intervention/treatment). Pengambilan 
sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Variabel Dependen : Agresivitas Pajak 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang dapat 
digambarkan melalui skala agresivitas pajak. Leksono et al. (2019) menjelaskan bahwa 
agresivitas pajak dapat diukur dengan skala Effective Tax Rate (ETR) yang merupakan skala 
yang paling umum digunakan dalam berbagai literatur. Semakin rendah nilai ETR yang 
dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Rumusnya adalah 
sebagai berikut. 

ETRi,t = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛𝑖,𝑡

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑖,𝑡
  

Variabel Independen : Penerapan PSAK 73 (PSAK73) 

Variabel PSAK73 merupakan variabel indikator (dummy variable) untuk menangkap dampak 
penerapan PSAK 73 pada perusahaan. Angrist & Pischke (2008) menjelaskan bahwa 
pemilihan kelompok treatment dan control tidak hanya didasarkan pada penerapan intervensi, 
tetapi dapat juga berdasarkan jenis atau karakter lainnya.  

Penelitian ini mengelompokkan sampel menjadi dua, yaitu control group dan treatment group. 
Perusahaan yang terdapat penambahan liabilitas sewa di bawah satu persen (1%) dari 
perbandingan liabilitas sewa terhadap total liabilitas perusahaan dikelompokkan sebagai 
perusahaan yang tidak terdampak signifikan akibat penerapan PSAK 73 (control group). Di sisi 
lain, perusahaan dengan penambahan liabilitas sewa di atas 1% dimaknai sebagai perusahaan 
terdampak signifikan dan dikelompokkan sebagai treatment group. Penelitian ini mengukur 
perusahaan yang terdampak PSAK 73 dengan nilai satu (1) dan nol (0) untuk perusahaan 
yang tidak terdampak signifikan akibat penerapan PSAK 73. 

Variabel Independen : Periode Setelah dan Sebelum Penerapan PSAK 73 
(POSTPSAK73) 

Angrist & Pischke (2008) menjelaskan bahwa dibutuhkan minimal 3 periode sebelum 
intervensi (treatment) untuk memberi keyakinan bahwa data sebelum intervensi memiliki tren 
yang jelas dan dapat diekstrapolasi ke dalam periode pasca intervensi. Data tahun 2020 
merupakan data setelah adanya intervensi yang akan menggambarkan dampak intervensi. 
Oleh karena itu, variabel POSTPSAK73 dengan nilai nol (0) diberikan untuk data perusahaan 
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tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai data sebelum intervensi (pre-intervention). Nilai satu (1) 
diberikan untuk data tahun 2020 yang merupakan data setelah adanya intervensi pemberi 
gambaran dampak intervensi. 

Variabel Kontrol 

Dwiputra (2020) menjelaskan bahwa pendapatan perusahaan menunjukkan ukuran 
perusahaan terkait besarnya kepemilikan sumber daya dan banyaknya pilihan dalam 
melakukan tax planning serta dapat digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian. 
Rumus variabel kontrol REV adalah sebagai berikut. 

REVi,t = Ln(pendapatan bersih perusahaan) 

Sari (2019) menjelaskan bahwa ROA mencerminkan profitabilitas perusahaan yang 
menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola asetnya. ROA berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Rahman et al. 2018; Leksono et al, 2019; 
Sundari & Nofriyanti 2019; Sari 2019; dan Tabrani et al. 2020). Oleh karena itu, penelitian 
ini menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus variabel 
kontrol ROA adalah sebagai berikut. 

ROAi,t = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡
 

Sari (2019) menjelaskan bahwa LEV mencerminkan jumlah modal dana perusahaan yang 
dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Penerapan PSAK 73 menyebabkan nilai 
leverage/solvability perusahaan mengalami peningkatan (Safitri et al. 2019; dan Prajanto 2020). 
Iswandana et al. (2019) menjelaskan bahwa implementasi IFRS 16 yang diadopsi PSAK 73 
akan memicu penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan leverage (LEV) 
sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus variabel kontrol LEV adalah sebagai berikut. 

LEVi,t = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡
 

Nugraha & Meiranto (2015) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat menggambarkan 
aktivitas serta pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Rahman et al. 2018; Leksono et al, 2019; Sundari 
& Nofriyanti 2019; dan Widyari & Rasmini 2019). Oleh karena itu, penelitian ini 
menggunakan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam regresi. Rumus 
variabel kontrol SIZE adalah sebagai berikut. 

SIZEi,t = Ln(total aset perusahaan) 

Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, Independent T-test (Mean Comparison), 
dan Pearson’s Correlation sebagai teknik analisis data serta analisis Difference in Difference (DID) 
sebagai teknik analisis dalam pengujian hipotesis. Angrist & Pischke (2008) menjelaskan 
bahwa estimasi difference-in-differences adalah teknik statistik yang digunakan dalam 
ekonometrika dan penelitian kuantiatif sosial sains yang mencoba meniru desain penelitian 
eksperimen dengan menggunakan data observasi. Teknik ini digunakan untuk melihat efek 
perbedaan pada data yang ditempatkan pada kelompok yang diperlakukan khusus (treatment 
group) terhadap kelompok yang dikendalikan (control group) dalam eksperimental alami.  

Penelitian ini mengadopsi model empiris dari Dwiputra (2020) dengan perbedaan pada 
variabel dependen dan variabel independen. Hasil pada treatment group diwakili oleh garis BD 
dan hasil pada control group diwakili oleh garis AC pada Gambar 1.  
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Sumber : diolah berdasarkan Dwiputra (2020) 

Dalam Gambar 1, koefisien β3 menggambarkan efek dari intervensi sebagai perbedaan antara 
treatment group dan control group setelah intervensi dalam persamaan :  

β3 = (D-B) - (C-A) 

Penerapan metode Difference in Difference (DID) pada model empiris dapat dijabarkan dengan 
model regresi sebagai berikut: 

ETRi.t = β0 + β1.POSTPSAK73i,t + β2.PSAK73i + β3.(POSTPSAK73i,t x 
PSAK73i) + β4.REVi,t + β5.ROAi,t + β6.LEVi,t + β7.SIZEi,t + 
εi,t 

Keterangan: 

ETRi.t = agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t 

POSTPSAK73i,t = variabel dummy yang menunjukkan periode data 

PSAK73i = variabel dummy yang menunjukkan keanggotaan kelompok  

β0 = konstanta 

β1 ... β7 = koefisien variabel 

εi,t = error 

REVi,t = pendapatan perusahaan i pada tahun t 

ROAi,t = rasio return on assets perusahaan i pada tahun t 

LEVi,t = rasio leverage perusahaan i pada tahun t 

SIZEi,t = ukuran perusahaan i pada tahun t 

Variabel POSTPSAK73 dan PSAK73 diinteraksikan (POSTPSAK73 x PSAK73) untuk 
melihat efek intervensi pada treatment group pada periode post-intervensi (setelah penerapan 
PSAK 73). 

β3 = [έ(ETR│POSTPSAK73=1, PSAK 73=1) - 
έ(ETR│POSTPSAK73=0, PSAK 73=1)] – 
[έ(ETR│POSTPSAK73=1, PSAK 73=0) - 
έ(ETR│POSTPSAK73=0, PSAK 73=0)] 

 

Gambar 1.  
Model 

Empiris 
Berdasarkan 

Kerangka 
Pemikiran 

Analisis DID 
___________ 
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Dalam model regresi tersebut, έ (...│...) menunjukkan posisi rata-rata pada sampel dengan 
mempertimbangkan satu pengamatan per periode waktu untuk masing-masing kelompok, 
sehingga diperoleh persamaan: 

β3 = (𝑬𝑻𝑹𝟏𝟏 - 𝑬𝑻𝑹𝟎𝟏) – (𝑬𝑻𝑹𝟏𝟎 - 𝑬𝑻𝑹𝟎𝟎) 

Efek intervensi akan terlihat pada nilai koefisien β3 pada persamaan tersebut sebagai 
pembuktian atas hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini. Apabila nilai koefisien β3<0 
maka nilai ETR mengalami penurunan dalam treatment group setelah penerapan PSAK 73. Hal 
ini berarti agresivitas pajak mengalami peningkatan dalam treatment group setelah penerapan 
PSAK 73. Hal ini konsisten dengan hipotesis yang menduga bahwa agresivitas pajak 
perusahaan akan mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 73. 

Analisis tambahan dilakukan untuk memeriksa konsistensi hasil analisis ketika dilakukan 
dengan perhitungan means atau rata-rata ETR perusahaan dengan menghitung estimasi 
Difference in Difference (DID). Apabila nilai akhir Difference pada treatment group lebih rendah 
daripada nilai akhir Difference pada control group maka bisa dikatakan penerapan PSAK 73 
menyebabkan agresivitas pajak perusahaan meningkat atau nilai akhir Difference in Difference 
(DID) bernilai negatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, jumlah populasi penelitian adalah sebelas (11) perusahaan. Jumlah 
sampel penelitian yang memenuhi kriteria adalah sembilan (9) perusahaan dengan total 
sampel observasi penelitian sebanyak 36 observasi. Sampel perusahaan untuk treatment group 
adalah enam (6) perusahaan dan control group adalah tiga (3) perusahaan. 

Statistik data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ETR perusahaan 
treatment group (24 observasi) adalah sebesar 0,2545946, lebih kecil dibandingkan perusahaan 
control group (12 observasi) dengan nilai rata-rata ETR 0,3513165. Profitabilitas (ROA) dari 
perusahaan treatment group memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0998541 yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perusahaan control group dengan nilai rata-rata ROA 0,0753384. Leverage 
(LEV) dari perusahaan treatment group memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5519381 yang lebih 
rendah dibandingkan dengan perusahaan control group dengan nilai rata-rata LEV 1,100595.  

Variabel REV dan SIZE yang disajikan berupa data sebelum dilakukan perhitungan logaritma 
natural dan disajikan dalam miliar rupiah. Nilai rata-rata REV dan SIZE perusahaan treatment 
group (REV=6.169,125; SIZE=5.667,333) lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 
control group yang memiliki rata-rata nilai REV sebesar 4.086 dan SIZE sebesar 5.384,917.  

Hasil Uji Independent T-Test (Mean Comparison) 

Menurut Dwiputra (2020), independent T-test dapat membandingkan nilai rata-rata dari dua atau 
lebih kelompok untuk menentukan perbedaan rata-rata kelompok termasuk tingkat 
signifikansinya. Uji Independent T-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
rata-rata agresivitas pajak antara perusahaan treatment group dan perusahaan control group sebagai 
analisis awal sebelum analisis utama dilakukan. 

Sebelum melakukan uji independent T-test, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 
data dalam kelompok bersifat homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas (two-sample variance 
comparisons-test) menunjukkan bahwa nilai 2*Pr(F>f)= 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau berarti 
terdapat perbedaan variance yang bermakna antara kedua kelompok data dan disebut juga 
dengan istilah tidak homogen.  
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Atas hasil uji data yang tidak homogen tersebut, selanjutnya dilakukan independent T-test 
dengan koreksi Welch’s. Hasil uji independent T-test menunjukkan bahwa perbedaan mean ETR 
antara perusahaan treatment group (24 observasi) dan perusahaan control group (12 observasi) 
adalah sebesar -0,0967219 dengan nilai p value sebesar Pr(|T| > |t|) = 0,0482. Nilai p value 
tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil uji independent T-test menggambarkan bahwa terdapat 
perbedaan negatif dan signifikan antara ETR perusahaan treatment group dan perusahaan control 
group. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdampak PSAK 73 
(treatment group) adalah perusahaan yang lebih agresif secara perpajakan dibandingkan dengan 
perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 (control group). 

Hasil Uji Pearson’s Correlation 

Analisis Pearson’s Correlation pada penelitian ini digunakan untuk melihat korelasi antara 
agresivitas pajak perusahaan sebagai variabel dependen dengan PSAK 73 dan POSTPSAK73 
sebagai variabel independen.  

Hasil analisis Pearson’s Correlation menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel tertinggi 
adalah korelasi antara variabel SIZE dan REV yaitu sebesar 0,9674. Selain hubungan korelasi 
antara variabel SIZE dan REV, hubungan korelasi antar variabel lainnya tidak lebih dari 0,5. 
Variabel dummy PSAK73 dan ETR memiliki korelasi -0,4616 dengan p-value<0,05 (signifikan 
negatif) yang artinya perusahaan treatment group umumnya memiliki nilai ETR yang lebih kecil 
dibandingkan dengan perusahaan control group.  

Selanjutnya kembali dilakukan analisis Pearson’s Correlation dengan memisahkan data treatment 
group dan control group. Analisis ini dilakukan untuk melihat korelasi dari ETR perusahaan 
dengan variabel POSTPSAK73 untuk masing-masing kelompok perusahaan.  

Hasil analisis Pearson’s Correlation menunjukkan bahwa variabel dummy POSTPSAK73 dan 
ETR untuk treatment group (24 observasi) memiliki korelasi -0,1245 dengan p-value>0,05 
(negatif tidak signifikan). Hal ini berarti perusahaan dalam treatment group umumnya memiliki 
nilai ETR yang lebih kecil pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum 
penerapan PSAK 73. Di sisi lain, variabel dummy POSTPSAK73 dan ETR untuk control group 
(12 observasi) memiliki korelasi 0,2067 dengan p-value>0,05 (positif tidak signifikan) yang 
berarti perusahaan dalam control group umumnya memiliki nilai ETR yang lebih besar pasca 
penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa nilai ETR treatment group lebih kecil dibanding control group pasca 
penerapan PSAK 73. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi adanya peningkatan agresivitas pajak 
pada treatment group pasca penerapan PSAK 73. 

Uji Asumsi Tren Paralel 

Uji asumsi tren paralel dengan teknik inspeksi visual dilakukan sebelum melakukan analisis 
Difference in Difference (DID). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa dengan tidak adanya 
intervensi, perbedaan antara treatment group dan control group memiliki tren dari waktu ke waktu 
yang sama (Lechner, 2010). Grafik visual rata-rata ETR dari tahun ke tahun sebelum 
intervensi (sebelum 2020) untuk perusahaan dalam treatment group dan control group disajikan 
dalam Gambar 2.  

Inspeksi visual pada Gambar 2 memperlihatkan tidak adanya persilangan garis antara rata-
rata ETR perusahaan treatment group dan perusahaan control group. Kedua kelompok memiliki 
kemiringan garis (slope) positif yang berarti nilai prediksi dari kedua kelompok akan secara 
paralel meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, asumsi tren paralel terpenuhi. 

file:///C:/Users/User/Downloads/2%20(1).docx%23lechner


Harwoko, & Kurniawati, Agresivitas Pajak Pasca … 

 

26 

JAA 
5.1 

 

Sumber : diolah Penulis 

Sebagai penguat hasil inspeksi visual pada uji asumsi tren paralel, penelitian ini melakukan uji 
tambahan dengan menggunakan uji Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test untuk memastikan 
bahwa antara treatment group dan control group memiliki kecenderungan paralel. Variabel SLOPE 
dibuat berupa selisih atau perubahan nilai variabel dependen (ETR) sebelum penerapan 
PSAK 73 untuk setiap perusahaan dalam kelompok. Hasil uji Wilcoxon rank-sum (Mann-
Whitney) test atas variabel SLOPE control group (3 perusahaan) dan treatment group (6 perusahaan) 
disajikan dalam Tabel 1. 

Uji 
Adjusted 
Variance 

z p Value Ket. 

Wilcoxon 
Rank-sum 
(Mann-
Whitney) Test 

15,00 0,775 
Prob > |z| = 
0,4386 (<0,05) 

tidak terdapat perbedaan 
mean variabel SLOPE yang 
bermakna 

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14 dan Ms. Office Excel 

Berdasarkan Tabel 1, nilai z sebesar 0,775 dengan p value (prob > |z|) sebesar 0,4386 di 
mana > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean 
variabel SLOPE yang bermakna antara kelompok perlakuan 0 (control group) dan kelompok 
perlakuan 1 (treatment group). Oleh karena itu, hasil uji Wilcoxon Rank-sum (Mann-Whitney) Test 
mendukung hasil inspeksi visual. 

Pemilihan Model Regresi 

Dalam penelitian ini, variabel POST_TREAT merupakan estimator perbedaan (difference) 
antara treatment group dan control group sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Variabel 
POST_TREAT dihasilkan dari operasi perkalian dari variabel POSTPSAK73 x PSAK73. 
Nilai satu (1) menunjukkan perusahaan terdampak PSAK 73 setelah penerapan PSAK 73. 
Nilai nol (0) menunjukkan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 baik sebelum atau 
sesudah penerapan PSAK 73 dan perusahaan terdampak PSAK 73 untuk tahun sebelum 
penerapan PSAK 73. 

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa model regresi yang terpilih adalah model CEM. Dalam 
penelitian ini uji asumsi normalitas diabaikan dengan mempertimbangkan jumlah data 

Gambar 1.  
Grafik Visual 
Rata-rata ETR 
dari Tahun ke 
Tahun 
___________ 

Tabel 1.  
Hasil Uji 
Wilcoxon 
Rank-sum 
(Mann-
Whitney) Test 
___________ 
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observasi yang digunakan lebih dari 30 observasi (Gujarati & Porter, 2009). Penelitian ini 
juga menggunakan koefisien estimasi yang kebal (robust) dalam melakukan regresi untuk 
mengeliminasi heteroskedastisitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeliminasi variable REV 
sebagai bentuk koreksi untuk mengelimnasi multikolinearitas.  

Hasil Pengujian Hipotesis : Analisis Difference in Difference (DID) dengan Model 
Regresi 

Tabel 2 menyajikan hasil uji regresi terhadap hipotesis penelitian. Variabel kontrol LEV dan 
SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel ETR. Di sisi lain, nilai 
p value one-tailed variabel kontrol ROA lebih kecil dari 0,05 sehingga ROA berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan nilai variabel ETR. Analisis DID dengan model regresi ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan model yang robust atas hasil uji DID yang 
berfokus pada nilai koefisien β3. Koefisien β3 dapat disebut sebagai koefisien Difference in 
Difference (DID) karena koefisien inilah yang menunjukkan efek dari penerapan PSAK 73. 
Dengan demikian, nilai p value one-tailed PSAK 73, POSTPSAK73, dan POST_TREAT tidak 
digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis dengan analisis Difference in Difference (DID). 
Dalam penelitian ini, nilai koefisien β3 digunakan sebagai pembuktian atas hipotesis. 

ETR Obs Coef. Std. Err. 
p value 
one-tailed 

Prob > 
F 

R-
Squared 

PSAK73 36 -0,453497 0,0312405 0,0785 

0,0413 

 

0,4472 

 

POSTPSAK73 36 0,0661303 0,1089806 0,2745 

POST_TREAT 36 -0,0708261 -0,1131248 0,268 

ROA 36 -0,6408767 0,3157328 0,026 

LEV 36 0,0232321 0,0198744 0,126 

SIZE 36 0,0181821 0,0115502 0,063 

_cons 36 -0,1657261 0,311708 0,2995 

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14 

Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien β3 sebesar -0,0708261 atau -7,08%. Hal ini berarti jika 
ada kenaikan 1 poin variabel interaksi PSAK73 x POSTPSAK73 atau variabel 
POST_TREAT, maka variabel ETR akan mengalami penurunan sebesar 7,08%. Penurunan 
nilai ETR menggambarkan peningkatan agresivitas pajak. Oleh karena itu, Ha tidak ditolak 
atau dapat ditarik disimpulkan bahwa : 

H1 : Ada peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sundari & Nofriyanti (2019) dan Ramadhani et 
al. (2020) yang menyatakan bahwa financial lease berpengaruh positif terhadap peningkatan 
agresivitas pajak perusahaan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai Prob>F sebesar 0,0413 
(lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau 
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai R-squared model adalah 0,4472. 

Tabel 2.  
Hasil 

Pengujian 
Hipotesis 

dengan Model 
Regresi 

___________ 
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Analisis Tambahan : Pengujian Hipotesis dengan Estimasi Difference in Difference 
(DID) 

Outcome var. Obs ETR S. Err. | t | P > | t | 

Before 

    -Control 

    -Treated 

    -Diff (T-C) 

 

9 

18 

27 

 

0,334 

0,257 

-0,077 

 

 

 

0,037 

 

 

 

-2,07 

 

 

 

0,046** 

After 

    -Control 

    -Treated 

    -Diff (T-C) 

 

3 

6 

9 

 

0,403 

0,247 

-0,156 

 

 

 

0,064 

 

 

 

2,42 

 

 

 

0,022** 

Diff-in-Diff 36 -0,079 0,074 1,06 0,299 

R-squared : 0,24 

*Means dan Standard Error diestimasi dengan linear regression 

** Signifikansi : ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Sumber: diolah dengan menggunakan STATA14 

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi DID. Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan Difference in 
Difference (DID) adalah sebesar -0,079. Hasil akhir nilai means/rata-rata ETR dari perhitungan 
Difference in Difference (DID) bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penerapan 
PSAK 73, nilai ETR perusahaan terdampak PSAK 73 menjadi lebih rendah atau agresivitas 
pajak perusahaan meningkat. Hasil analisis tambahan ini memperkuat hasil pengujian 
hipotesis analisis Difference in Difference (DID) dengan menggunakan model regresi. 

Pembahasan 

Iswandana et al., (2019) menyatakan bahwa kapitalisasi aset dan liabilitas dari sewa-guna-
usaha operasi ke dalam neraca lessee akan mengubah perbandingan utang terhadap ekuitas 
(debt-to-equity ratio/DER). Hal tersebut memengaruhi jumlah biaya pinjaman termasuk beban 
bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam PMK 
169/PMK.010/2015. Penerapan PSAK 73 dengan model akuntansi tunggal bagi penyewa 
berpotensi menyebabkan tidak semua biaya pinjaman dapat diakui sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak. 

Dalam penelitian ini, perbandingan utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) kedua 
kelompok perusahaan diproksikan dalam variabel LEV. Analisis statistik deskriptif 
menunjukkan bahwa nilai LEV treatment group lebih kecil dibandingkan control group. Nilai LEV 
treatment group juga masih di bawah batas perbandingan utang terhadap ekuitas sebagaimana 
diatur dalam PMK 169/PMK.010/2015. Namun demikian, berdasarkan analisis Pearson’s 
Correlation, perusahaan dalam treatment group umumnya memiliki nilai ETR yang lebih kecil 
pasca penerapan PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73. Sedangkan 

Tabel 3.  
Hasil Estimasi 
Difference in 
Difference 
(DID) 
___________ 
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perusahaan dalam control group umumnya memiliki nilai ETR yang lebih besar pasca penerapan 
PSAK 73 dibandingkan dengan sebelum penerapan PSAK 73.  

Data-data tersebut menunjukkan bahwa treatment group memiliki potensi memanfaatkan sewa 
untuk mengecilkan beban pajaknya pasca penerapan PSAK 73. Dugaan agresivitas pajak 
didasarkan pada pertimbangan bahwa rata-rata perbandingan utang terhadap ekuitas treatment 
group lebih kecil dibandingkan control group. Di sisi lain, perusahaan dalam control group 
cenderung menghindari adanya penambahan nilai liabilitas yang timbul akibat adanya 
liabilitas sewa. Perusahaan dalam control group perlu mempertimbangkan rasio likuiditasnya 
yang tergambar dalam rasio Leverage (LEV) untuk menjaga kepercayaan kreditur. Selain itu, 
batasan perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk penghitungan pajak juga 
menjadi pertimbangan oleh perusahaan dalam control group. 

Dari sisi profitabilitas, ROA treatment group memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan 
control group. Hal tersebut menunjukkan bahwa treatment group cenderung lebih baik dalam 
mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan control group. Secara 
akuntansi, perusahaan yang menerapkan PSAK 73 hanya membebankan biaya bunga dari 
pembayaran sewa selama periode berjalan sehingga mempengaruhi nilai dari laba sebelum 
pajak perusahaan. Pokok pembayaran sewa mengurangi nilai liabilitas sewa dan tidak 
mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan.  

Perbedaan pengakuan atas sewa dalam PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 juga 
menjadi alasan perusahaan treatment group cenderung lebih agresif secara perpajakan 
dibandingkan dengan perusahaan control group. Penambahan nilai akun hak guna aset pada 
laporan posisi keuangan perusahaan juga menunjukkan bahwa perusahaan treatment group 
lebih memanfaatkan pilihan untuk melakukan sewa dibandingkan dengan perusahaan control 
group. Kebijakan tersebut juga merupakan contoh upaya efisiensi operasi perusahaan dalam 
mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. 

Perbedaan pengakuan atas sewa tersebut juga mengharuskan wajib pajak untuk melakukan 
pembukuan terpisah dan meningkatkan kompleksitas rekonsiliasi fiskal sehingga berpotensi 
meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak. Aspek beban pembayaran pajak lain yang 
mungkin timbul akibat perubahan standar akuntansi dan aturan pajak yang mengatur tentang 
sewa adalah terkait penyesuaian laporan keuangan untuk periode sebelumnya. Hal tersebut 
berpotensi menimbulkan kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan Surat 
Pemberitahuan (SPT) PPh Badan untuk periode yang disesuaikan. Pembetulan tersebut dapat 
menimbulkan sanksi administrasi jika pembetulan tersebut menyebabkan adanya pajak yang 
masih harus dibayar. 

Penerapan PSAK 73 diharapkan dapat memberikan representasi yang tepat (Faithful 
Representation) dengan mengakui aset dan liabilitas sewa pada neraca. Namun demikian, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi peningkatan agresivitas pajak pasca 
penerapan PSAK 73. Peningkatan agresivitas pajak tersebut memunculkan asimetri informasi 
sehingga terjadi konflik keagenan (Widyari & Rasmini, 2019). Tekanan yang diberikan oleh 
pemilik kepada manajemen untuk mendapatkan keuntungan besar dan terus meningkat 
memaksa manajemen untuk memberikan kinerja terbaik. Tak jarang, manajemen 
menggunakan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya mendapatkan keuntungan. Asimetri 
informasi terjadi ketika manajer memiliki pengetahuan lebih terkait informasi tentang 
prospek perusahaan di masa depan dan informasi internal tentang upaya 
merekayasa/memaksimalkan jumlah laba perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak 
(penghindaran pajak) demi citra baik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh 
pemegang saham. Di sisi lain, pemegang saham tidak sepakat dengan adanya agresivitas pajak 
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karena dianggap sebagai upaya manipulasi data laporan keuangan dan bahkan bertentangan 
dengan hukum yang suatu saat akan berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan 
keberlangsungan usaha jika skandal tersebut terkuak. 

SIMPULAN 

Hasil analisis Difference in Difference (DID) menunjukkan bahwa ada peningkatan 
agresivitas pajak perusahaan setelah menerapkan PSAK 73. Perusahaan Industri Farmasi 
yang terdampak PSAK 73 mengalami penurunan nilai ETR sebesar 7,08%. Hal ini dapat 
diartikan terjadi peningkatan agresivitas pajak untuk perusahaan yang terdampak PSAK 73 
(treatment group) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73 (control 
group). Hasil ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa penerapan PSAK 73 untuk memenuhi Faithful Representation atas transaksi sewa 
berpotensi memunculkan skema-skema penghindaran pajak yang agresif dan asimetri 
informasi. 

Keterbatasan yang ditemui selama penyelesaian penelitian ini adalah penggunaan sampel 
penelitian yang hanya terbatas pada data sekunder dari perusahaan Industri Farmasi yang 
tercatat di BEI untuk tahun 2017 sampai dengan 2020. Selain itu, penelitian ini menerapkan 
batasan tertentu sebagai pemisah antara treatment group dan control group. 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, perusahaan Industri Farmasi dapat 
mempertimbangkan aspek legalitas dari kebijakan perencanaan pajaknya agar tidak menjadi 
agresif secara pajak. Perusahaan juga dapat membuat sistem pencatatan terpisah untuk sewa 
secara akuntansi dan pajak yang mempermudah rekonsiliasi pajak sehingga tidak 
menimbulkan konflik/perbedaan pendapat saat terjadi pemeriksaan pajak.  

Hasil penelitian juga dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 
memanfaatkan tingkat agresivitas pajak dari perusahaan yang telah menerapkan PSAK 73 
sebagai red flags bagi pemeriksa pajak untuk menentukan strategi pemeriksaan pajak. 
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